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e:.tu}\an Keputusan
Menteri Dalam Negert Nomor 9

oV

Jahun 2004 tentang Pembatalan

Daerah Kabupaien
Mangearai Nomor 7 Tahun 2002
cemtang lzin Trayvek dan Izin Operasi,
imaka periu dicabut karena lzm
Operasi merupakan  kewenangan
Pemerintah Propinst dan lzin Trayek
untuk  kendaraan roda dua

merupakan transportase

an umum;

rhubung dengan itu perlu

raenetapkan Peraturan Daerah

Kabu aten Manggaral tentang

T
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Undang-Lindang  ~Nomer 09 fahun 1938
tentane Pembentukan Dacrabi-dacrah Timgkat
i dalam Wilavah Dacrah-daerah Tmgiat 1
Bali.  Nusa Tenggara Barat dan  Nusa
Tenggara Tumur ( Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1033 )

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (
Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara 3480 ).

Undang-Undang Nomwor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Tabun 2004
Nomor 53, Tambahan [embaran Negara

Nomor 4389);

)
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Undane-tindane ~omor 18 Taby
1907 nang Duorah &
Retrtbust Daerah tofah
dwban dengan ndang-undang
Nomor 34 Tabhun 2000 rentang
Perubahan  Atas  Undanzg-undang
Nomor I8 Tanun 1997 fenang

Daerah dan Retrib
(Lembaran Negara Tabun 2000
Nomor 246, Tambahan {f.embaran
Negara Nomor 4048 };
Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambzahan Lembaran
Negara Nomor 4437 3,
Undang-Undang Nomor 33

2004 tentang. Perymbangan Keuangan
1 Dhyge A

antara Pemerintan Pusat dan

Pemerintah Daerah

Negara Tahun 2004

Tambahan Lembaran Negara Nomor

44720 .
LATR
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Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penvelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas dan Korupsi, Kolust dan
Nepotisine {l.embaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
b

eraturan Pemerintah Nomort 41 Tahun 1993

N

Nomor 38

tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3527 ),

. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di
Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor
61, Tambahan Lembaran Negara Nomor

328 ):

3
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. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993

tentang  Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

{Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

St



~Peraturan  Pemerintah  Nomor® 44

Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara

Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3530),

_Peraturan Pemermmtah  Nomor 25

Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan
Propinst sebagai daerah otonom (
Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952 ):

. Peraturan Daerah Kabupaten

Manggarai Nomor 37 Tahun 2000
tentang  Pembentukan  Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Manggarai {
Lembaran Daerah Kabupaten
Manggarat Tahun 20060 Nomor 34

Seri D).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAL
dan
BUPATI MANGGARALI
MEMUTUSKAN :
Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

" BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal [
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Manggaral.
2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagati

unsur penyelenggara pemerintahan daerah

()]

Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai.
4 Pejabat adalah Pecawai yang diberi tugas tertenti dibidang
retribusi daerah sesuai  peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

[@)}
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PN e iy -
Dias Pe

Dinas  Perhubungan

{abupaten

Retribust Dacrah wune selamutnva disebut  retribusi
adalah pungutan dacraiy schagar pembayaran atas jasa
atau pemberian 2 tertentu vang khusus disediakan dan
[ atau  diberikan  oleh Pemerintah  Daerah  untuk
kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Jasa adalahh  kewatan  Pemerintah  Daerah  berupa

pelayanan vang menvebabkan barang, fasilitas atau
kemanfaatan lainnva vang dapat dinikmati oleh orang
pribadi atau badan hukum

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah

Daerah dalam

eka pemberian 1zin kepada orang
pribadi atau badan vang dunaksud atau untuk tujuan
kepentingan dan  kKemanfaatan umum  serta  dapat

dintkmati oieh sribadi atau badan.

Wajib  Retribust  adalahn orang  pribadi  atau  badan
renurut Peraturan  Perundang-undangan  diwajibkan

untuk melaksanakan pembayvaran retribusi,

i jangka waktu tertentu yang
merupakan  batas  bazr waib  retribust untuk
memanfaatkan _*;35;1 darn perizinan  tertentu  dari

Pemerintah Daer

~d
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang selanmutnya disingkat

SKRD adalah Surat Keputusan vang menentukan besarnya

jumlah retribust vang terutang.

~Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD

adalah Surat vang oleh wajb retribust digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran retribust yang terutang

ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya

disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan Retribust yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribust lebih besar dart pada retribusi vang

terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah  vang selanjutnya disingkat

STRD adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

Benda Beharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan
Surat Ketetapan Retribusi Daerah { SKRD ) yang dipergunakan

sebagal alat pembayaran retribust.
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7. Pemeriksaan  ad

Badan HuKkum adalah suatu bentuk badan usaha vang

utt Perseroan Terbatas. Perseroan Komanditer,

nvas Badan Usaha Milik Negara  atau
Dacreh dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan,
Perkumpulan, Firma. Kongsi, Koperasi. Yayasan atau
Oraamisasi  vang sejenis. Lembaga, Dana Pensiun,

Beatuk  Usaha  Tetap serta Bentuk Badan Usaha

alah  serangkaian kegiatan  untuk
mencart. mengumpuikan, dan mengolah data dan atau
Keterangan lamnva dalan rangka pengawasan kepatuhan

pemenuhan  kewajiban Retnbusi Daerah  berdasarkan

an perundang-undangan vang berlaku.

Narat;
peratu

 Mobil Bis adalah setiap kendaraan bermotor vang

ditengkapr lebih dart 8 (delapan) tempat duduk

3

masuk tempat duduk pengemudi baik dengan

(‘v

maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagas

1

~Mobil Penumpang adailah setiap kendaraan bermwotor

vang dilengkapt dengan sebanvak-banyaknva S
tempat duduk tidak te uk tempat duduk

finve baik dengan maupun tanpa periengkapan

ngang \‘thli‘ aga 181

9
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son Umum adalah setiap Rendaraan bermoior vang

disediakan untuk dipercunakan oleh umum dengan dipungut

bavaran

~Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dan suatu

tempat ke tempat lain  dengan menggunakan kendaraan
bermotor.

Angkutan Kota adalah angkutan dan suatu tempat ke tempat
lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan wobil bus
umum vang terikat dalam trayek tetap dan teratur.

Izin trayek adalah izin vang diberikan untuk pelayanan angkutan

orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur.

lzin isidentii adalah pemberian izin penyimpangan dari trayek

vang dilayani untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan vang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten

Dave Angkut adalah kemampuan kendaraan membawa muatan

vang ditetapkan dalam suatu tanda uji kendaraan.

Jaringan adalah kumpulan dari berbagai lintasan vang menjadi

satu Kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dan badan.



Perizinan  tertentu adalah Kegiatan tertentu pemerintah
daerah dalam rangka pembenan izin kepada orang pribadi
atau badan yang dimaksudkan atau pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas Kegiatan pemanfaatan
ruang. penggunaan sumber daya alam, barang, sarana,
prasarana  atau  fasilitas  tertentu guna melindungi

kepentingan umum serta menjaga lingkungan.

28 Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor

vang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan

BAB il
KETENTUAN IZIN TRAYEK DAN IZIN INSIDENTIL
Pasal 2
(1) Seriap Mobil Bis yang sebagian atau seluruh kegiatan

operasinva di dearah atau melakukan kegiatan pada

. trayek tetap dan teratur harus mendapat izin iTrayek

teriebih dahulu dari Kepala Daerah.

{2} iz Travek sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal

mi diberitkan atas permohonan pemilik / pemegang

Kendaraan vang bersangkutan sesuat dencan Ketentuan

dan svarat-svarat vang berlaku.
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(1Y dan avat (2) pasal 20 diakukan pencavwasan oleh
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Trayek terhadap mobil Bus Umum  dan
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Kendaraan taksi dilakukan dengan Kartu Pengawasan vang
berlaku paling lama 1 ( satu ) Tahun
BAB Il
NAMA, SUBYEK, OBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSH
Pasal 4
(1) Dengan nama Retribust 1zin Trayek dan Izin Insidentil vang
dipungut atas settap pemberian izin trayek dan izin insidentil
dalam Wilayah Daerah.
(2) Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagar retribust Perizinan
tertentu.
Pasal 5
(1) Subvek Retribust Daerah adalah orang Pribadi dan Badan Hukum
vang memiiliki  kendaraan bermotor vyang beroperasi dalam
wilavah Daerah;
(z) Obyek Retribusi  adalah pelayanan  vang disediakan  oleh

Pemerintah Daerah berupa {zin Trayek dan izin Insidentil.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT i’EN(}Gi}NAAN SARA
Pasal 6

(1) Pengukuran penggunaan jasa izin trayek ditetapkan
berdasarkan hasil survey muatan ( load faktor ),
pemberian 1zin berdasarkan jenis dan kapasitas tempat
duduk keseimbangan permintaan dan penawaran jasa
angkutan.

{2) Pengukuran penggunaan izin insidentil berdasarkan setiap
kendaraan bermotor yang melakukan penyimpangan dar
trayek tetap dan teratur,

BAB YV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dalam penetapan tarif retribust Izin Trayek dan lzin

[nsidenul didasarkan pada tujuan keuntungan vang lavak untuk

menutup sebagian biava penyelenggaraan izin trayek dan 1zin

insidentil  vang meliputt  biava survey, biaya percetakan
dokumen / formulir biava administrasi, biaya pengawasan

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.



Pasal 8

Besarnva retribusi izin travek ditetapkan sebagar berikut

a.

iava loin Travel dames Tonvacitac 1. at oAl T,
Biava {zin Trayek dengan rapasitas tempat duduk 8 sampal

Iy
dengan 12 orang sebesar Rp. 70 00
{ tujuh puluh nbu rupiah j per tahun.
Br i71m Ty pk lanmoan ba > S 1omnat chidn 13 carmina:
Dlaya iZimm  iravex deéngan xapasitas iempal duduk o Sampe
[7 orang sebesar Rp. 80.000 ( delapan puluh ribu rupiah ) per
tahun ;

Biaya 1zin trayek dengan kapasitas tempat duduk {8 sampai
dengan 23 orang sebesar Rp. 90 000 ( sembilan puluh rbu
rupiah ) per tahun;

Biaya izin trayek dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai
dengan 40 orang sebesar Rp. 100.000 { seratus tibu rupiah )
per tahun;

Izin insedentil untuk satu kali perjalanan pulang pergi sebesar
Rp. 25.000 (dua puluh hma nbu rupiah) per | Unit
Kendaraan; .

Dalam hal perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati

setelah mendapat persetujuan darit DPRD.



- BAB Vi
WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG.
Pasal 9

Retribust yang terutang dipungut diwilayah Daerah

Pasal 10
Masa Retribust adalah jangka waktu yang lamanya | (satu)
bulan yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Daerah.

Pasal 11
Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIl
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12
(1) Wapb retribusi wajib mengisi Surat Penetapan Standar

Obyek Retribusi Daerah SPAORD.

15



(2)

P

; SPAORD  sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus disi
dengan jelas. benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib

retribusi atau kuasanya.

{3) Bentuk, 181 serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD

schagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala

Pasal 13

Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat
(1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru
dan atau data semula belum terungkap vang menyebabkan
penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan
SKRDKBT.

Bentuk, 1s1 dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lam
vang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

kepala Daerah.



Pasal id

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
23 Retribust dipungut dengan menggunakan SKRD arau

dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKRT

(3} Retribust yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB Viil
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 15
(1) Pembavaran retribusi  yang terutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15
(lima belas) hart sejak  diterbitkannya SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan, SKRDKBT  dan
STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembavaran

retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16
Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lam yang
dipersamakan  SKRDKBT, STRD dan surat keputusan
~keberatan vang menyebabkan jumlah retribusi vang harus

dibavar tambah



.y

cuang dibavar oleh wajib retribust dapat ditagih

¢ rusan Plutane dan Lelang Negara (BUPLN).

1y Penagih melalui BUPLN  dilaksanakan berdasarkan

oo

peraturan perundanz-undangan yang berlaku.
¢2) Hasil pungutan sebavaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
secara bruto ke kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima /

Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang
dibavar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BABX

KEBERATAN
Pasal 18 .

(6) Wajib retribusi dapar mengadukan keberatan hanya kepada Kepala

18



(4)

Keberatan  diajukan secara  tertulis  dalam  Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas
ketetapan = retribusi.  wajib  retribusi  harus dapat
membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak tangeal SKRD atau dokumen lain
yang  dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai

surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar  retribusi  dan  pelaksanaan  penagihan
retribusi.

Pasal 19

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6

{enam) bulan sejak tangeal surat keberatan diterima
harus  memberi keputusan atas keberatan yang

diajukan.

3

.._.
Ca?



Daerah atas keberatan dapat berupa

{2;  Apabile jangha waktu sebagimana dimaksud pada avat (1)

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan,  keberatan  yang  diajukan  tersebut  dianggap

dikabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 20
1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak  diterimanya  permohonan  kelebthan — pembavar
sebagaimana dimaksud pada avat (1), harus memberikan
Keputusan

33 Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah

dilampaui  dan  Kepala Daerah tidak memberikan suatu
Keputusan. permohonan pengembalian  kelebthan retribusi
ap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka wakiu paling lama 1 (satu) bulan.



4) Apabila  wajib  retribusi mempunvai utang  retribusi
lamnya, Kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana
dimaksud pada avar (1) langsung diperhitungkan untuk
melunast terlebih dahuiuy uang retribusi tersebut.

5) Pengembalian kelebihan pembavaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling fama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLRB.

6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan,
Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran

kelebihan retribusi.

Pasal 21
(1) Permchenan  pengembalian  kelebihan pembayaran
retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah
\ dengan sekurang-kurangnva menyebutkan :
a.  Nama dan alamat wajib retribusi
b, Masa retribusi.
€. Besarnya kelebihan pembavaran.
d. Alasan yang singkat dan jelas.
(2} Permohonan pengembalian  kelebihan pembayaran

retribust disampaikan

tercatat.




(2) Bukt penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman
pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh
Kepala Daerah.

Pasal 22

(1) Pengembalian  kelebthan  retribusi  dilakukan  dencan
menerbitkan surat perintah pembavar kelebihan retribust.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi  diperhitungkan
dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 21 ayat (1), pembayaran dilakukan dengan cara

pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X1
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI
Pasal 23

(2) Pemberian pengurangan Keringanan dan pembebagan retribus:

sebaczimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan
Kemampuan Wapib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.

ena bencana alam dan kerusakan.

22



dan pembebasan retribust

ditetapkan oleh Kepala

N

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah

mefampaul jangka waktu 3 (tiga) tahun terbitung sejak saat
terutangnya  retribusi  kecuali  apabila Wapb  Retribusi
1

melakukan tindak pidana dibidang retribusi

Pasai

5~

»

pengakuan utang retribusi dan Wajb Retnbust baik langsung

maupun tidak fangsung.

Waith  Retribust  vang  tidak kewajibannya

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan

paling Jama 6 (enam) hulan atau denda paling banvak 4

L S R S Lo I S R e o
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Pasal 29
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 28 adalah
pelanggaran.
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 30
1) Selain Pejabat Penyidik Umum, Pejabat pegawal Negeri Sipil
tertentu  diberi wewenang Khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara
Pidana yang berlaku.
2) Wewenang penyidik sebagatmana dimaksud pada ayat (1)
adalah
a. Menerima, mencari, mengumpulkan  dan menelitt
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerahi agar keterangan atau laporan

tersebut menjadi lengkap dan jelas.
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Meneliti.  mencart dan menzumpulkan  keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan vang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana reteibusi daerah

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang retribust daerah.

Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain  berkenaan dengan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah.

Melakuiakan ggdcdahan untuk mendapat bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penvitaan terhadap bahan bukti
tersebut.

Meminta  bantuan tenaga ahli  dalam rangka

o

pelaksanaan tugas penvidikan tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah.

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggatkan fuangan  atau  tempat pada saat
pemeriksaan  sedang berlangsung dan  memeriksa
identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud prda huruf e,

Mematrer seseorang vane berkaitan denoan tindak

.

pidana retribusi daerah



Memangail orane untuk didencar keterangannya dan diperiksa

; cnlool
Dagal (st xL‘u QA atatl Sansi

1. Menghentikan penvidikan

K. Melakukan undakan lam untuk kelancaran penvidikan tindak
pidana dibidang  rerribusi daerah menurut hukum  yang
bertangguny jawab.

(1) Penyidik sebagaumana  dumaksud  pada  ayat (1)
memberitahukan dimulainya penvidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalut penyidik
Polisi Negara Repubiitk Indonesia sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam Undang-undang HukumAcara Pidana vang

berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah i1 maka Peraturan Daerah

.

Kabupaten Manggarat No. 7 Tahun 2002 tentang Retribust Izin i!avc—k

dan Operasi dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lag

b
[@x




Docat 3
Pasai 32

1

«u pada tanggal diundangkan.

H S -1
abtym oeria

Auar  setiap  orang  dapat  mengetahuiya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah i dengan penempatan dalam
l.embaran Daerah.

Ditetapkandi :Ruteng
i o

M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGG
o
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N IR 4N [SERi2 D1 T
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PENIELASAN ATAS
VIUKRAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAL
TENTANG RETRIBUSHIZIN TRAYEK

Baines dengan telah ditetapkannya Undang-undang
Nomor 18 1997 sebagaimana vang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribust Daerah, maka ketentuan yang mengatur tentang izin
trayek disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang dimaksud
agar lebih berdava guna didalam praktek penvelenggaraannva

Sejalan dengan maksud tersebut maka penataan pola
angkutan jalan meliputi survel faktor muatan ( load faktor )

Kota dan Angkutan Pedesaan dalam Wilavah

Manggaral supava disesuaikan dengan jaringan travek

ertungst sesual dengan jaringan trayek tetap dan teratur.




i

Schubungan dengan hal tersebut diatas maka periu ditata
sistim - pengendalian dan pengawasan serta pemeriksaan
ditermmal - dan  pemantauan angkutan dijalan  agar
pelayanan Kepada pemakai jalan dapat terlaksana secara
optimal dan pada sisi lain dapat bermuara pada
peningkatan Penerimaan Asli Daerah ( PAD ) dari
etribust Izin Trayek.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu menetapkan
setentuan mengenai Retribusi Izin Trayek dalam bentuk
Peraturan Daerah.

PELNJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | - Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (1) - Cukup Jelas
Pasal 2 Ayat (2) . Persvaratan untuk memperoleh

izin travek sebagai berikut -

a. Persyaratan Administrasi

.

4. Memiliki Izin Usaha Anckutan

o

S Memiliki - BPKB (1 Buku  Kepemilikan
endaraan Bermotor )
6. Memihki  STNK ¢ Surat  Tanda  Uj
Kendaraan )
7. Memiliki  tempat  penvimpanan kendaraan



S Memiliki atau kerja sama dengan pihak
famn yany mempunvat fasilit
pemeliharaan kendaraan bermotor.

a. Persvaratan Teknis
I. Travek vang - dimohon masih
a memungkinkan untuk

penambahan jumlah kendaraan.

2. Perioritas diberikan kepada
Perusahaan Angkutan yang
mampu  memberikan  pelavanan
yang terbaik.
3. Pemegang Kendaraan Bermotor
adalah orang pribadi atau Badan
Hukum yang menguasai
kendaraan bermotor wajib izin
§ tetapi belum dilakukan BNKB
f { Balk Nama
‘ Bermotor ).
Pasal 3 ayat { | Sesuai  Ketentuan  Keputusan — menger
’ Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 270=

tentang Penvelenggaraan Angkutan Orang &

2

Pasal 3 ayat { 2

Pasal 3avat {2 Luhup jeias
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